
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR : sc 1� 'Hn.� 

TENT ANG 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN 

TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL DAN BEL.ANJA RUMAH TANGGA 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG 
TAHUN ANGOARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PINRANG, 
ba.hwa bc:rdasarkan Kelentuan Pasal 9 Pcraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Dana Operasional, Perlu menetapkan 
Peraturan Bupati 1entang Pcngelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah dan Penetapan Besaran T'unjangan Komunasi 
lntensif dan T'unjanga.n Reses Pi.mpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Sena Dana Operasional dan Belanja 
rumah tangga Pi.mpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembc:ntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822}; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 42861, 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tdah 
diubah bcbempa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjad.i Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 6856); 



Menetapkan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administre.tif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) scbagrumana telah 
diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor I Tahun 2023 
tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan lA:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Ka bu paten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 
tcntang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Oaemh 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 
6); 

8. Peraturan Oacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 5 tahun 2021 
tentang Penge!olaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 
5). 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 
lCntang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Kabupatcn Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

PENGEWMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN PINRANG DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANOAN 
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN DANA 
OPERASIONAL DAN BEi.ANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG 
TAHUN ANGGARAN 2024. 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Pcraturan Bupati inl, yang dimaksud dcngan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupatt Pmnmg. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Pcrwakilan Rakyat Daerah yang bei"kedudukan sebagai unaur 
penyclenggara Pemerintahan Daerah K.ebupatcn Pinrang. 

4. Pimpinan DPRD adalah pcjabat daerah yang memegangjabatan Ketua, Wakil 
Ketua DPRD Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan pcraturan 
pcrundang·undangan. 

5. Anggota DPRO adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRO 
Kabupaten Pinrang sesuai ketcntuan pcraturan pcrundang·undangan. t 



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya dismgkat APBN adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh 
Dewan Perwejcjan Rakyat. 

7. Dana Alok.asi Umum selanjutnya clisingkat DAU adaluh dana yang bersumber 
dari pendatan apbn yang dialokasik.an dcngan tujuan pemcrataan kemampuan 
kcuangan dacrah untuk mendanai kebutuhan dacrah dalam rangka 
pelaksanaan dcsentralisas1 

8. Dana Bagi Hasil sclonjutnya dteingkat DBH adalah dana yang beraumer drui 
pendapatan tcrtcntu APBN yang dialokasikan kcpada daerah penghasil 
berdasarlcan angka persentese tertentu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara pemenntah pusat dan daerah 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya dismgkat APBD adalah 
rcncana kcuangan tahunan pemcrultahan daerah yang ditctapkan dcngan 
Peraturan Dacrah. 

10. Kemampuan Kcuangan Dacrah adalah Klasifik.asi suatu daerah untuk 
mcncnlukahn kelompok kcmampuan daerah yang ditetapkan berdasarkan 
formula scbagai dasar perhitungan besaran tunJangan Komunikasi Intcnsif, 
Tunjangan Rcsca, dan Dana Operasioanal Pinpinan DPRO 

l l. Tunjangan Komunikasi lntcnsif adalah uang yang dibcrikan sctiap bulan 
untuk peningkatan kincrja pimpinan dan Anggota DPRD. 

12. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah 
dana yang dibenkan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk mcnunjang 
kcgiatan operaaional yang berkaitan dcngan rcprcscntasi, pelayanan dan 
kcburuhan lain guna mclancarakan pelak11811aan tugas pimpman. 

13. Tunjangan reees adalah uang yang diberikan setiap meJaksanakan rcses 
kcpada Pimpinan dan Anggota DPRD. 

14. Apara.tur Sipil Negara sclanjutnya disingkat ASN adalah Pcgawai Ncgeri S1pil 
dan Pegawai Pemcrintah dcngan perjajnjian kcrja yang bckcrja pada instansi 
pemcrintah. 

BAB II 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pa,..J 2 

(1) Kclompok Kcmampuan Kcuangan Dacrah dihitung bcrdasarkan bcsa.ran 
pendapatan umum d.acrceh dikurangi bclana Pegawai Apa.rarur Sipil Negara. 

(2) Pcndapatan Umum Dacrah scbagaiman dimakaud pada ayat (I) tcrdiri atas 
Pendapatan Asli Dacrah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokast Umum. 

{3) Belaja Aparatur Sipil Negara. scbagaiomana dimaksud pada Ayat (I) terdiri 
atas belanja Gaji dan Tunjangan scrta Tambahan Penghasilan AparatUT Sipil 
Negara. 

(4) Data yang digunakan scbagai dasar perhitungan Kcmampuan Keuangan 
Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan data rcalisasi APBD 
2 (Dua) tahun anggaran scbelumnya yaitu realisasi APBD tahun anggaran 
2022. 

(5) Perhitungan Kclompok Kcmampuan Kcuangana Dacrah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (4) adalah scbagai berikut : 
a. Pendapatan Umum Dacrah sebesar Rp. 844.064.162.860.63 
b. Bela.nja Pegawai scbeS@I" Rp. 409.351.645,705.00 

Kema.mpuan Keuangan Dacrah scbesar Rp. 434. 712.517.155.63 
c. Berdasarkan pcrhitungan scbaga.imana dimaksud pada ayat (5), maka 

kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 ! tennasuk d.alam Kelompok Sedang. 



BAB III 

BESARAN TUNJANGAN 

Bagian Kesatu 
Tunjangan Komunikasi lntensif 

Pan13 

Besaran Tunjangan Komunikasi [ntensif Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 
anggaran 2024 sebcsar 5 x Rp2. IOO.OOO,OO • Rpl0.500.000,00 (sepuluhjuta lima 
ratus ribu rupiah) sctiap bulan. 

Bagian Kcdua 
Tunjangan Reses 

Pasal 4 
Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD tahun anggaran 2024 
sebesar 5 x Rp2.100.000,00 • Rpl0.500.000,00 (sepuluhjuta lima ratus ribu rupiah) 
setiap ka1i reses . 

• 
Bagian Ketiga 

Dana Operasional 

Pasal 5 

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD tahun anggaran 2024: 
a. Ketua OPRO sebesar 4 x Rp. 2.100.000,00 • Rp. 8.400.000,00 (delapan JUta 

empat ratus iibu rupiah) setiap bulan; dan 
b. Wakil Ketun DPRD sebesar 2,5 x Rp. 1.680.000,00 • Rp. 4.200.000 (empat jute 

dua ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

Bagian Keempat 
Belanja Rumah Tangga 

seeei e 

[I] Belanja rumah tangga disediakan dalarn rangka menunjang pelaksanaan fungsi, 
tugas dan wewenang Pimpinan DPRD. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat fl) digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan 
Kemampuan Keuangan Daerah. 

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaiman dimaksud pada 
Ayat (2) dianggarkan dalam program dan Kegiatan Sekretariat DPRD dengan 
besaran 27.000.000 (dua puluh IUJUhjuta rupiah) setiap bulan. 

(41 Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan 
perlengkapanya, tidak diberilcan belanja rumah tangga sebagaiman dimaksud __ ,.). I 



BAB IV 
PEMBAYARAN 

Pasal 7 

Besaran Tunjangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 
dan Pasal 6 mcnjadi dasar pembayaran Tunjangan Komunikasi lntcnsif dan 
Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD eerta Dana Operasional dan Belanja 
rumah tangga Pimpinan DPRD, terjutung scjak bulan januari 2024. 

BABV 
KETENTUAN PENlITUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupatl. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mcngctahui, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Bupa.ti ini 
dcngan pencmpatannya dalam Serita Oacrah Kabupatcn Pinrang. 

Ditctapkan di Pinrang 
pada tangga.1 � � ';l?,1. J 

BUPATI PJNRANG, 

1t!ZJIA�AMIO 

TJALO 

di Pinrang 

S DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

NG 

I BERITA AERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR es- 



BAB IV 
PEMBAYARAN 

Pasal 7 

Be= Turtjangan sebagaimana dimalu,ud dalam Pasal 2, Paaal 3, Pasal 4, Pasal 5 
dan Pa!!al 6 menjadi dasar pembayaran Turtjangan Komunikasi lntenaif da.n 
Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD eerta Dana Operasional dan Belanja 
rumah tangga Pimpinan DPRD, terhitung :,ejak bulan januari 2024. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini muJai bcrlaJru pada tanggal drundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalwn Serita Daera.h Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal 

BUPATI PINRANG, 

Jrw��AMID 

Diund d1 Pimang 
::� 

S DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

CALQVt NG 

BERITIAERAH KABUPATEN PJNRANO TAHUN 2023 NOMOR 
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